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ABSTRAK

ELISA INDRI PERTIWI IDRIS, 2018. Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam
Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota
Makassar, (dibimbing Oleh Muhlis Madani dan Nuryanti Mustari).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kerjasama BNN dan Kepolisian dalam
pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama dalam pemberantasan narkoba
di kecamatan Rappocini.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan teori
fenomenologi dengan informan 7 orang yang dipilih sesuai purpovise sampling,
sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumnetasi, teknik analisis data
dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik
pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode
dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama BNN dan Kepolisian dalam
penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar,
yaitu pertama dalam hal tanggungjawab dengan melakukan pencegahan, rehabilitasi,
dan penyidikan. Yang kedua dalam hal komunikasi baik secara langsung maupun
tidak langsung seperti bertatap muka atau dengan media komunikasi. Kemudian yang
ketiga kontribusi berjalan dengan baik karena adanya kerjasama BNN dan Kepolisian
seperti tenaga, pemikiran, sarana dan prasarana demi mewujudkan kesejahteraan
bersama, sedangkan faktor pendukung dalam kerjasama ini adalah informasi dan
komitmen. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia.

Kata kunci: kerjasama, pemberantasan narkoba, BNN.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Luas wilayah Indonesia yang memiliki populasi yang besar sekitar 265
juta orang menjadikan suatu peluangyang menjanjikan bagi para pengedar
narkoba untuk beroperasi di Indonesia. Menurut Kepala Bagian Humas Badan
Narkotika Nasional (BNN) Sumirat Dwiyanto, bahwa telah tercatat transaksi
pengedaran narkoba sekitar total 48 triliun. Jika dibandingkan dengan keseluruhan
transaksi yang terjadi di ASEAN uang sejumlah 160 triliun,jumlah tingkat
pemakai narkoba di Indonesia menjadikan negara ini sebagai sasaran peredaran
gelap narkoba. diperkirakan, sebanyak 12.044 orang per tahun mengomsumsi
narkoba dalam dosis berlebih, lebih dari satu jenis narkoba secara bersamaan, dan
menggunakan narkoba setelah lama berhenti. Tercatat 33 orang perhari meninggal
akibat dampak penyalahgunaan narkoba. (Wijayanti, 2016:75)

Penanganan dalam menanggulangi penyalahgunaan pengedaran narkoba
yang makin meluas dinilai sangat penting dalam melindungi masyarakat,
mengingat kesehatan hidup masyarakat yang utama dimana dinilainya suatu
negara yang baik dari tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya. Dalam rangka
meningkatkan kualitas dan efektifitas suatu negara baiknya lebih memperhatikan
masyarakat lebih dekat lagi mengenai penyalahgunaan narkoba yang banyak
memakan korban tiap tahunnya karna dampak yang terjadi dari penyalahgunaan
narkoba itu sendiri. Dengan demikian upaya-upaya yang telah dilakukan selama

ini dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba mesti lebih diperhatikan lagi



dan ditindaki secara efektif dan efisien, mengingat populasi di Indonesia yang
besar.

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan
tugas tertentu dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba yang disebut
dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan inilah yang ditunjuk untuk
bertanggungjawab dalam permasalahan narkoba di Indonesia, yang dibentuk
dimasing-masing Provinsi diseluruh Indonesia, Pemerintah memiliki tugas dan
wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban
tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum, tugas dan kewenangan
pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini
merupakan tugas yang masih dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini
pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan yang berbentuk
ketetapan. Sesuai dengan sifat ketetapan yang konkrit, individual dan final maka
ketetapan merupakan sebuah ujung tombak instrument hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam UU Narkotika (Narkoba) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba,undang-
undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan,
penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan,
pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain —lain. Dan
dalam kasus peredaran narkobadijelaskan dalam Bab 1 pasal 1 ayat 6 bahwa “Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan

sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Pemberantasan tindak



pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika dalam hal
ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan
tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap
pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Memahami “Kebijakan: dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan
sebagaimana tersebut diatas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal
(kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan
kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga di jumpai
dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kerjasama menurut Pamudji (Pramudya, 2013) yaitu pada hakekatnya
mengindikasikan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi secara dinamis
untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Melihat kondisi peredaran narkoba di Sulawesi Selatan pada tahun 2015
tercatat sekitar 1.200 kasus yang telah ditangani sedangkan pada tahun 2016
tercatat sebanyak 1.300 kasus(tribuntimur.com, 2016) dan pada tahun 2017 dari
jumlah kasus yang ditangani tercatat ada 130.800 jiwa yang terlibat
penyalahgunaan narkoba (tribunenrekang, 2017). Peredaran narkoba di makassar
tidak menilai dari tingkat pendidikan dan dari usia seseorang tapi dari
rendahnyakualitas intelektual dan moralitas masyarakat dan buruknya kondisi
sosial ekonomi.

Dalam kasusbaru-baru ini telah teringkus 2 (dua) orang komplotan
penyalahgunaan narkoba di jalan Emy Saelan kecamatan Rappocini, peredaran

narkoba di Kecamatan Rappocini tidak hanya dalam kawasan kecil saja karna



pada tanggal 20 januari 2018 baru-baru ini ditemukan 3 (tiga) narapidana lapas
Klas I makassar kedapatan menyimpan 10 sachet narkoba jenis sabu telah
diserahkan ke polsek Rappocini dalam wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek
Rappocino, Iptul Igbal Usman Emba, mengungkapkan bahwa ketiga napi
merupakan warga binaan atas kasus pembunuhan. Tingkat kriminalitas di
Kecamatan Rappocini sangat tinggi dan ini juga memungkinkan banyaknya pihak-
pihak tak bertanggungjawab dalam menyalahgunaan narkoba (online24jam.com,
2018). pada kasus-kasus sebelumnnya sudah banyak meringkusan mengenai
pengedar narkoba di Kecamatan Rappocini.

Jika dilihat dari masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang
terjadi dikecamatan rappocini yang bahkan diketahui pemerintah sudah
mendirikan badan yang bertugas langsung dalam menangani penyalahgunaan
narkoba dan bahkan telah bekerjasama dengan pihak kepolisian terkait. Oleh
karena itu, berangkat dari ketertarikan penulis akan isu lingkungan khususnya
fenomena penyalah gunaan narkoba maka dari itu penulis mengangkat dan
mempersempit kajiannya pada skala kerjasama kecamatan. Adapun penelitian
sebelumnya terkait dengan pola hubungan kerjasama yang penulis temukan yakni
penelitian yang membahas‘‘Kerjasama Pemerintah Kota Makassar Dan Kepolisian
Resortkota Besar (Polrestabes) Makassar Dalam Menanggulangi Maraknya
Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar” berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Randy (2017) bahwa kerjasama yang telah dilakukan kedua belah

pihak sudah berjalan dengan baik.



Adapun penelitian yang dilakukan oleh Imran (2014) yang berjudul
“Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam
Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota
Makassar” Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana upaya program
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
(P4AGN)Walaupun secara kualitas hal tersebut sudah baik namun secara kuantitas
belum efektif. Di mana Kota Makassar adalah kota dengan jumlah kasus narkotika
tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan

Golongan remaja di Kota Makassar.

Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat sebuah judul“ Kerjasama
BNN dan Kepolisian dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di
Kecamatan Rappocini Kota Makassar “

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk membatasi pembahasan diatas yang terlalu meluas, maka dalam
Skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan
judul Skripsi ini. Adapu nrumusan masalah yang akan dikembangkan dan

diuraikan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama BNN dan kepolisian dalam pemberantasan
penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini kota makassar ?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat kerjasama BNN dan kepolisian
dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini

kota makassar ?



C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kerjasama BNN dan kepolisian yang terkait dalam
pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini kota
makassar.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kerjasama BNN dan
kepolisian pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di
Kecamatan Rappocini kota makassar

D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Akademis
Untuk memenubhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar keserjanaan
strata satu (S1) Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik di Jurusan IImu
Pemerintahan pada Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Manfaat Praktis
a. Menambah wawasan mahasiswa pada umumnya, dan bagi penulis
pribadi pada khususnya dalam melihat kondisi pemerintahan dan
pihak-pihak terlibat dalam pemberantasan narkoba di Kecamatan
Rappocini.

b. Sebagai masukan bagi pihak pemerintah sebagai pelopor

pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP KERJASAMA
1. Definisi Kerjasama

Menurut Hawadi (Rekysika, 2015:15) menjelaskan bahwa kerjasama adalah
membagi kegiatan dalam tugas-tugas kecil pada anggota kelompok. Menurut
Abdulsyani (Sari, 2014) kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana
didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan
bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Roucek dan Warren (Sari, 2014) mengatakan bahwa kerjasama berarti
bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. la adalah satu proses sosial yang
paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang
mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya
tujuan bersama.

Kerjasama menurut Pamudji yaitu pada hakekatnya mengindikasikan dua
pihak atau lebih yang saling berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan
bersama. Kemudian menurut Soekanto dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama
antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan
bersama. (Pramudya, 2013)

Kerjasama menurut Samani (Fauzi, 2017) yaitu tindakan atau sikap mau

bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan



bersama. Sedangkan menurut Johnson (Fauzi, 2017) kerjasama dapat menghilangkan
hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit,
sehingga akan mungkin untuk menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar
menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun
persetujuan bersama.

Kerjasama menurut Yusuf L.N. (Rekysika, 2015:14) adalah “sikap mau
bekerjasama dengan kelompok”. Sikap mau bekerja sama artinya dapat diajak dalam
menyelesaikan sesuatu (kegiatan) secara bersama dalam suatu kelompok. Menurut
Joyce dan Weil (Rekysika, 2015:15), kerjasama merupakan fenomena yang pasti
terjadi dalam berbagai kesempatan, dalam lapisan masyarakat dan dalam berbagai
bentuk kegiatan. Dengan kerja sama manusia dapat membangkitkan dan menghimpun
tenaga atau energy secara bersama yang kemudian disebut synergy.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kerja sama ialah adanya
saling ketergantungan, adanya interaksi, tanggungjawab, dan kepentingan yang sama,
yang mana kesemuanya dilandasi oleh sikap saling pengertian, saling membantu,
saling menghargai, dan kompromi dalam suatu organisasi, lembaga, atau perorangan.

2. Dasar Kerjasama

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam
menjalani kehidupannya manusia akan dihadapkan pada suatu dilema sosial. Oleh
karenanya dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupannya (Baron & Byane

dalam Sari 2006).



3. Bentuk-Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015)
menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggungjawab,
komunikasi dan kontribusi.

a. Tanggungjawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk
menjalankan suatu kewajban.

b. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak
kepada pihak lain.

c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan
atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik
tenaga maupun pikiran.

Dalam teori sosiologi akan dijumpai beberapa bentuk kerjasama
(cooperation). Menurut Soekanto (Sari, 2006:3) ada beberapa bentuk kerjasama
antara lain adalah:

a. Kerjasama spontan (spontaneous cooperation), yaitu bentuk kerjasama yang
serta merta, tanpa adanya suatu perintah atau tekanan tertentu.

b. Kerjasama langsung (directed cooperation), yaitu kerjasama yang berasal dari
perintah atasan atau penguasa.

c. Kerjasama kontrak (contractual cooperation), yaitu kerjasama atas dasar
tertentu.

d. Kerjasama tradisional (traditional cooperation), yaitu kerjasama sebagai suatu

sistem sosial.
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Faktor Yang Mempengaruhi Kerjasama

Faktor yang mempengaruhi kerjasama diantaranya yaitu hal timbal balik,

orientasi individu dan komunikasi.

a.

Hal timbal balik, yaitu hubungan saling memberi dan saling menerima satu

sama lain melalui perindividu, organisasi atau lembaga

b. Orientasi individu, pada hakekatnya setiap individu itu mempunyai perbedaan

C.

satu sama lainnya. Perbedaan itu dapat bersumber dari latar belakang
pengalamannya, pendidikan, sifat-sifat kepribadian yang dimiliki an
sebagainya.

Komunikasi, adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan,

informasi dari seseorang ke orang lain.

5. Tujuan dan Manfaat Kerjasama

Terdapat sejumlah tujuan dan manfaat dari kerjasama sebagaimana tersebut

diatas, yaitu:

a.

Dapat menjaring komunikasi yang lebih luas sesama lembaga.

b. Dapat melakukan penghematan waktu, tenaga dan biaya dalam pemberian

C.

informasi.
Dapat digunakan untuk membantu citra positif lembaga, sehingga lebih

dikenal dan di percaya oleh masyarakat.
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6. Prinsip-Prinsip Kerjasama
Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip
umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker. Prinsip umum
tersebut terdapat dalam prinsip good governance (Syafri, 2012: 179), yaitu:
a. Partisipasi masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang
mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan
kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk
berpartisipasi secara konstruktif.
b. Tegaknya supremasi hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk
di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
c. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses
pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak
yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti dan dipantau.
d. Peduli pada stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani

semua pihak yang berkepentingan.



12

e. Berorientasi pada konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang
berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik
bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal
kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
f. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
g. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai
kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang
ada seoptimal mungkin.
h. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-
organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada
lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut
berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
1. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke
depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan

akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.Selain itu



13

mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan
sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

7. Pelaksanaan Kerjasama
Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan

baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati, yaitu:

a. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi
yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau unit lebih.

b. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk
mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang
melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang
dihadapkan.

B. KONSEP BNN
1. Pengertian BNN
Menurut Tarigan (2017:6) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,
BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak pidana narkotika dan
prekursor narkotika. Dalam UU Narkotika tersebut diatur diatur pula mengenai
penanganan seluruh harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika yang akan digunakan untuk kepentingan pelaksana pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kewenangan
BNN juga kemudian diperkuat dengan dimungkinkannya kerjasama baik bilateral,

regional, maupun internasional, serta adanya pran serta masyarakat.
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Menurut Imran (2014:40) Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah
on kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab
kepada presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja
meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan di
daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi
dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Dalam pasal 66
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
diatur bahwa kedudukan BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi
vertikal.

2. Tugas BNN
Dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23
Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur tugas dari BNN yaitu:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika;

c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika;
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d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat;

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;

g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika;

h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.

1. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap perkara
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

j.  Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi BNN
Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010

Tentang Badan Narkotika Nasional diatur bahwa dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
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dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;

Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur
P4GN;

Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;

Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang
P4GN;

Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang
Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi,
Hukum, dan Kerja Sama;

Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4AGN kepada instansi vertikal di
lingkungan BNN;

. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam
rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di
bidang PAGN;

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika dan prekursor narkotika;
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Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika,
psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif
untuk tembakau dan alkohol;

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat
dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat
serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan
psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau
dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;

. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif
lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu
narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif
untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain
yang telah teruji keberhasilannya;

Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-
undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang PAGN;

Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;

Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di

lingkungan BNN;
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r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait
dan komponen masyarakat di bidang P4AGN;

s. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik
profesi penyidik BNN;

t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan,
dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;

u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan precursor serta bahan
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta
bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang
P4GN.

4. Wewenang BNN
Dalam pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun
2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur wewenang dari BNN,

yaitu:

a. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh
penyidik BNN.

b. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala BNN
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c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Kepala BNN.
C. KONSEP KEPOLISIAN

istilah “police” dalam Bahasa Inggris mengandung artiyang lain, seperti yang
dinyatakan oleh Charles Reith (Syaiful, 2013:11) dalam bukunya “The Blind Eya of
History” yang mengatakan “police in theEnglish language came to mean any kind of
planing for improving ofordering communal existence”. Dari definisi tersebut dapat
diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi
masyarakatnamun disatu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari
beratnyakejahatan.Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal dengan istilah
“HukumKepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum”
dan“Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian’adalah
hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam pasal 1
Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa“Kepolisian adalah segala hal-ihwal
yang berkaitan dengan fungsi danlembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”.

Moylan (Syaiful, 2013:11) mengemukakan pendapatnya mengenai artiserta
pengertian kepolisian sebagai berikut: “istilah polisi sepanjang sejarahternyata
mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan padasemulanya. Juga

istilah yang diberikanoleh tiap-tiap negara terhadappengertian “polisi” adalah berbeda
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oleh karena masing-masing negaracenderung untuk memberikan istilah dalam
bahasanya sendiri. Misalnyaistilah “contable” di Inggris mengandung arti tertentu
bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa contable mengandung dua macam arti, pertama
sebagaisatuan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (police contable)
dankedua berarti kantor polisi (office of constable)”.

Dalam undang-undang no.2 tahun 2002 pasal 1 yang berbunyi :

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga
polisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Anggota kepolisian Negara RI adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara
Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki
wewenang umum Kepolisian.

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban
dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses
pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang
ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta

terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta
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mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. .

Menurut Rahardi (Safarina, 2011:19) menjelaskan bahwa istilah kepolisian
dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yakni fungsi
polisi dan lembaga polisi. Adapun pengertian tentang fungsi polisi dalam pasal 2
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang berbunyi :

”fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat™.

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi
pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan  hukum,  pelindung, pengayom, dan  pelayanan kepada
masyarakat.Sedangkan pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ
pemerintah yang ditetapkan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan
menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila kita
berbicara tentang kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal dengan istilah
“HukumKepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum”
dan“Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian’adalah
hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi.Dalam pasal 1 Bab

I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2002 tentang Kepolisian
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Negara Republik Indonesia bahwa*“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan
dengan fungsi danlembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” .
Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam
setiappelaksanaan tugasnya. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskanbahwa
tugas pokok Polri adalah :
1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.
Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2menyebutkan bahwa
hubungan kerja sama Kepolisian Negara RepublikIndonesia dengan pihak lain
dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisiansecara fungsional dengan tidak
mencampuri urusan instansi masing-masing.Khusus hubungan kerja sama dengan
Pemerintah Daerah adalah memberikanpertimbangan aspek keamanan umum kepada
Pemerintah Daerah dan instansiterkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka
menegakkan kewibawaanpenyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan
peraturan perundangundangan .
Kerjasama tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia
Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungandan Kerjasama
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia

Nomor 68 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa kerjasama diselenggarakan
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dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugaskepolisian secara fungsional, baik
di bidang operasional maupunn pembinaan.
D. NARKOBA
1. Pengertian Narkoba

Menurut Wijayanti (2016:5), Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan
obat/ bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya
oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza merupakan singkatan
dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik “narkoba” ataupun
“napza” mengacu pada kelompok senyawa yag umumnya memiliki risiko kecanduan
bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-
senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak
dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu
disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau oat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan
menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 UU no.35 tahun 2009.

Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar bisa
digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkotika dan
psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Jasa
narkotika dan psikotropika sangat besar dalam kehidupan di masa lalu, masa kini, dan

masa yang akan datang. Didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong
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narkoba. orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang
tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.(Partodiharjo, 2016:10)

2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

a. Pencegahan

Pencegahan ini berupa pencegahan penggunaan dengan metode pendekatan
seperti penyuluhan, memasukkan program pelajaran dalam pendidikan, terapi
rehabilitasi serta memberdayakan masyarakat. Adapun 3 program pencegahan
narkoba, yaitu (Bohari, 2018:9) :

1) Pendidikan anti narkoba pada anak usia dini, teori pendidikan ini
disesuaikan karena jangan sampai teori ini malah memberi rasa ingin tahu
atau penasaran terhadap anak.

2) Memasukan kurikulum pada mata pelajaran untuk disisipkan mengenai
materi pengenalan dan bahaya narkoba.

3) BNN melakukan penyuluhan secara langsung kepada siswa, terkhusus
siswa SMP dan SMA.

4) Memberdayakan Masyarakat, seperti melatih kepala lingkungan agar
menjadi panutan dalam masyarakat.

b. Penanggulangan

Ada 5 bentuk cara penanggulangan masalah narkoba (Partodiharjo, 2016:100-

107) yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabitatif dan represif.

1) Promotif
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Disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Program ini
ditujukan kepada yang belum memakai narkona, atau bahkan belum mengenal
narkoba. prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar
kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir
untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan narkoba. pelaku program
promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang
difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2) Preventif

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat
sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba
sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukann oleh
pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh
instansi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya
masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

3) Kuratif

Disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai
narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan
penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan
pemakaian narkoba. tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai
narkoba. pemakaian nerkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit
berbahaya serta gangguan mental dan moral, pengobatannya harus dilakukan

oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.
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4) Rehabilitasi
Rehabilitasi adala upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan
kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya
agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan
oleh bekas pemakaian narkoba. itulah sebab mengapa pengobatan narkoba
tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat setelah sembuh, masih
banyak masalah lain yang akan timbul. Menurut penelitian di Jakarta, 70%
pemakaian narkoba yang menggunakan jarum suntik telah tertular HIV/AIDS,
sangat banyak pula mantan pemakai yang terkana hipetitis B dan C.
5) Refresif
Program refresif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar,
pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program
instansi pemerintah yang berkeewajiban mengawasi dan mengendalikan
produksi distribusi semua zat program represif berupa penindakan juga
dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran undang-undang tentang
narkoba.
E. KERANGKA PIKIR
Bentuk kerjasama menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015)
menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggungjawab,
komunikasi, dan kontribusi. Maka dari itu kerjasama BNN dan Kepolisian dalam

pemberantasan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar.
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Kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dan kepolisian Rappocini telah
melakukanpemberantasan narkoba secara rutin, intensif dan memperkuat koordinasi
dengan sektor yang terkait sedangkan instansi Kantor Kecamatan Rappocini sebagai
pengawas dibagian lingkungan setempat. Dan begitu pula instansi Polsek Rappocini
membantu dalam penyidik dan pengamanan yang melibatkan satu sama lain agar
pemberantasan narkoba dapat berjalan efektif dan dapat diatasi dengan baik. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada agan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir

Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam
Pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di
Kecamatan Rappocini Kota Makassar

'

Faktor ) ( Bentuk kerjasama ) fFaktor )
Pendukung : (Davis, 2015) Penghambat :
<4—] 1. Tanggungjawab —
1. Informasi 7 Komunikasi Sumber Daya
2. Komitmen 3. Konstribusi Manusia
\. J \. J . J

v

Pengoptimalan kerjasama untuk Makassar
Bebas Narkoba di Sektor Kecamatan Rappocini

F. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab, komunikasi
dan konstribusi antara BNN dan Kepolisian dalam pemberantasan narkoba di

kecamatan Rappocini Kota Makassar.
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G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka deskripsi fokus penelitiaan sebagai

berikut:

1. Kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi atau kelompok diantara

kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara

optimal. Adapun aspek yang akan dilihat dari kerjasamaini adalah :

a.

Tanggung jawab merupakan suatu suatu kewajiban menyelesaikan pekerjaan
secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki. Dengan pemberian
tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang baik dalam pemberantasan
narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi antara lembaga
pemerintah dan kepolisian dalam pemberantasan narkoba di kecamatan
Rappocini Kota Makassar.

Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan
atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik
tenaga maupun pikiran dalam pemberantasan narkoba di kecamatan
RappociniKota Makassar.

Badan Narkotika Nasional dalam hal ini adalah badan yang dibuat oleh
pemerintah yang diberi tanggungjawab untuk pemberantasan narkoba.
Kepolisian dalam hal ini adalah aparatur negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta
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memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka pemberantasan narkoba.

4. Faktor yang mempengaruhi kerjasama dan faktor-faktor yang menghambat
kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam

pemberantasan narkoba.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian selama 2 bulan setelah seminar proposal pada tahun 2018.
Lokasi penelitian di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan
Polsek Rappocini Kota Makassar, dengan disertai dasar pertimbangan bahwa
Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di
Kecamatan Rappocini Kota Makassar harus lebih di tingkatkan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk
penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data
yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah
survey yakni tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah menggambarkan
mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara ilmiah, di mana peneliti
merupakan instrument kunci dengan analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian
lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penggunaan metode ini diharapakan
dapat menjelaskan tentang Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Pemberantasan
Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori

fenomenologi. Teori fenomenologi ini digunakaan mengungkap fenomena untuk
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menemukan peristiwa-peristiwa yang dapat dipahami dalam berbagai isu atau
peristiwa yang terjadi, dan fenomena-fenomena yang nampak pada obyek penelitian
ini yaitu untuk meneliti Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Pemberantasan
Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah objek penelitian yang
selanjutnya akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek
penelitian sehingga dapat memberikan gambaran langsung terhadap objek penelitian.
Adapun jenis data yang digunakan, antara lain:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang
diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam
memberikan informasi yang relevan dan objektif di lapangan.

2. Data sekunder, adalah data pendukung data primer dari literature dan
dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan
laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara
pemilihan secara Purposive Sampling, Informan merupakan orang yang benar-benar
mengetahui permasalahan yang akan diteliti Sumber informan merupakan informasi
dari pemerintah dan seluruh elemen-elemen yang terkait dalam Pemberantasan

narkoba. Dalam penelitian ini yang menjadi informan peneliti yakni :
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Tabellnforman
No Nama Inisial Jabatan Keterangan
Ahmad Kasi Penyidikan BNNP
! Budiman, SH AB Sulsel I Orang
2 Hajjadeing HD Polri BNNP Sulsel 1 Orang
AyuArniningsih Staf Sidik Berantas BNNP
3 Akbar, Skom AA Sulsel I Orang
4 IgbalUsman IU Kanit Reskrlrp Polsek 1 Orang
Rappocini

5 Agus AG | Masyarakat Kec. Rappocini 1 Orang
6 Irwan IR | Masyarakat Kec. Rappocini 1 Orang
7 | Candra Wulan | CW | MasyarakatKec. Rappocini 1 Orang

Jumlah 7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan
suatu penelitian. Tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan
pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan interaksi
aktor dalam pemberantsan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Wawancara adalah kegiatan dilakukan terhadap sumber informasi yang telah

ditetapkan dengan menggunakan pedoman wawancara yanng bersifat terbuka
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dalam suatu teknik in depth interview (wawancara mendalam), sehingga
memungkinkan bagi sumber informasi untuk memberikan penjelasan lebih 43
lanjut mengenai jawaban yang diberikannya berkaitan dengan topik
penelitian. Melalui teknik ini akan dapat diperoleh informasi yang seluas-
luasnya untuk selanjutnya dilakukan analisis dan semakin melengkapi fakta
dan data yang tersedia.
3. Dokumentasi adalah pemanfaatan informasi berupa data yang berasal dari
arsip, laporan, termasuk data yang terdapat di instansi-instansi terkait dan
dokumen tertulis lainnya seperti literature-literatur yang berkaitan dengan
topik penelitian.
F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data
yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan
persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model
ini terdapat komponen pokok, menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,
2014:246) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,
karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik
pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

standar data yang ditetapkan.
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2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur
data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

3. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan
kesimpulan secara singkat yang dapat berarti cerita sistematis dan logis makna
peristiwanya dapat dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dari
hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai
proporsi sehingga penarikan simpulan dapat di pertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan
tehnik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini
diperiksa dengan menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi bermakna silang
yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari
sumber data yang dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta

pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William dalam Sugiyono (2014:273) triangulasi dalam pengujian

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan
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berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,

tringulasi pengumpulan data dan waktu.

3.

1. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengecek pada bebera sumber, yang telah diperoleh untuk menguji
kredibilitas data. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa diratakan seperti
dalam penelitian kuantitatif, tetapi di deskripsikan, dikategorisasikan, mana
pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber
data tersebut. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan
suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber
data tersebut.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi,
dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data
tersebut, menghasilakan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain,
untuk mestikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya

benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

Watku juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul
dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar,

belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih
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kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara , observasi, atau
teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan
data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan
kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek
hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan

pengumpulan data.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi dan Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kecamatan Rappocini

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota
makassar yang berbatasan utara dengan Kecamatan Mamajang, di sebelah timur
Kecamatan Panakkukang, disebelah barat Kecamatan Tamalatea dan disebelah
selatan Kabupaten Gowa.

Pembangunan Kecamatan Rappocini merupakan suatu kesatuan kegiatan yang
terintegrasi dan berkesinambungan yang tak dapat dipisahkan dengan pembangunan
Kota Makassar. Sebagai implikasi dengan lahirnya Undang-undang No. 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan perangkat daerah kota
yang mempunyai wilayah kerja tertentu sebagai pemerintahan terbesar kedua dari
kelurahan juga tidak luput pula mendapat imbas dari pelaksanaan otonomi daerah
yang saat ini telah diberi pelimpahan sebagian wewenang walikota untuk menangani
urusan otonomi daerah. Selain itu, camat juga menyelenggarakan tugas umum
pemerintah meliputi :

1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

2) Mengoordinasikan upaya penyelanggaran ketentraman dan ketertiban

umum

37
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3) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan

5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan

6) Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
keluarahan.

Pembangunan kecamatan merupakan bagian integral dari pembangunan Kota
Makassar yang pada hakekatnya merupakan proses yang bersifat integratif baik
dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara
berkesinambungan, pembangunan ini dilakukan dakam rangka meningkatakan
kesejahteraan masyarakat.

b. Letak Geografis Kecamatan Rappocini

Kecamatan Rappocini terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 9,23 km?.
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Tabel 1.
Luas wilayah tiap kelurahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar

No. | Desa/Kelurahan Luas
(km?)

1 Gunung Sari 2,31
2 Karunrung 1,52
3 Mappala 0,50
4 Kassi-Kassi 0,82
5 Bonto Makkio 0,20
6 Tidung 0,89
7 Banta-Bantaeng 1,27
8 Buakana 0,77
9 Rappocini 0,36
10 Ballaparang 0,59
Jumlah 9,23

Sumber : BPS Kota Makassar 2017
Dari luas wilayah pada tabel diatas, tampak bahwa kelurahan Gunung Sari
memiliki wilayah terluas yaitu 2,31 km?, terluas kedua adalah kelurahan Karunrung
dengan luas wilayah 1,52 km?, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah
kelurahan Bonto Makkio yaitu 0,20 km?.
c. Visi dan Misi Kecamatan Rappocini

(13

Visi kecamatan Rappocini Mewujudkan Pelayanan Publik yang
Profesional serta Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Menuju Kota Dunia .
Misi dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Adapun misi Kecamatan Rappocini yaitu :

1) Menciptakan pelayanan prima terhadap seluruh elemen masyarakat
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2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum
3) Mewujudkan tata ruang kota yang ramah lingkungan
4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujugkan lingkungan yang
bersih, sehat, indah, aman dan nyaman
5) Mendukung program sumber daya lokal melalui pelatihan keterampilan
life skil yang bernilai ekonomi
6) Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berbasis industri rumah tangga
7) Pembinaan mental dan spiritual antar umat beragama
d. Penduduk
Penduduk Kecamatan Rappocini menurut hasil sensus yang dilaksanakan oleh
BPS Kota Makassar pada tahun 2016, jumlah penduduknya sekitar 164, 563 jiwa.
Angka proyeksi ini diperoleh dengan menghitung pertumbuhan penduduk
berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali.
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki 79,660 jiwa dan

perempuan sekitar 84,903 jiwa.
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Tabel 2.
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Rappocini Kota Makassar
No. | Desa/Kelurahan | laki-laki | Perempuan | Jumlah
1 Gunung Sari 20.836 20.773 41.609
2 Karunrung 6.853 7.257 14.11
3 Mappala 4.508 5.237 9.745
4 Kassi-Kassi 8.954 9.503 18.457
5 Bonto Makkio 2.566 2.584 5.15
6 Tidung 7.46 8.314 15.774
7 Banta-Bantaeng | 11.385 11.732 23.117
8 Buakana 6.105 8.162 14.267
9 Rappocini 4.572 4.902 9.474
10 Ballaparang 6.421 6.439 12.86
Kecamatan 79.660 84.903 164.563

Sumber : BPS Kota Makassar 2017

2. Profil Instansi Objek Penelitian

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia
dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia
(Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional
(BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol,
yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba,
penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan
subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional

(BAKIN) membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan
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fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah
badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan,
Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang
berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi
Intelligen Nasional (BAKIN). Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan
tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan
berdasarkan kebijakan internal Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN).

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan
permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan
bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa
Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata
membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya
narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis
mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia
seakan tidak siap untuk menghadapinya. Berbeda dengan Singapura, Malaysia dan
Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi
bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat,
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua

Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk
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Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor
116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) adalah suatu Badan
Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah
terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara
ex-officio. Sampai tahun 2002 (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) BKNN tidak
mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran (Badan Koordinasi
Narkotika Nasional) BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya secara maksimal.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sebagai badan koordinasi
dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang
makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun
2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika
Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai sebuah lembaga forum
dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan
kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. Mengkoordinasikan
instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional
penanggulangan narkoba; dan 2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional
penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional (BNN) baru mendapatkan

alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, Badan
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Narkotika Nasional (BNN) terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama
dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki
jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional
semata), maka Badan Narkotika Nasional (BNN) dinilai tidak dapat bekerja optimal
dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan
makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan
Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang
memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota Badan Narkotika
Nasional (BNN) terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNPBNKab/Kota
merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang
masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota,
dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan
struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan
makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) Tahun 2002 telah
merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu,
Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun

1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional
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(BNN) diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika
dan prekursor narkotika.

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah lembaga
pemerintah non-kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif
lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Badan Narkotika Nasional didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83
Tahun 2007, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya memepunyai tugas dan
fungsi melakukan koordinasi.

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang — undang Nomor 35 Tahun 2009,
Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan
melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang
Pemberantasan. Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara
negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba,
pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang PAGN Tahun 2011-
2015. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara

untuk menyusun Rencana Aksi P4AGN di lingkungan instansi masing-masing.
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Badan Narkotika Nasional Provisi Sulawesi Selatan merupakan perpanjangan
tangan presiden yang melakukan aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba atau yang dikenal dengan istilah P4GN. Melalui
keempat bidang tersebut, BNNP Sul-Sel bersinergi dengan Pemerintah Kota
Makassar dan seluruh elemen/komponen masyarakat untuk melakukan Pencegahan

dan Peredaran Gelap Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dibentuk
berdasarkan  Peraturan = Kepala Badan  Narkotika  Nasional = Nomor
PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/

Kota.

Proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) memerlukan adanya
kesadaran, kemauan dan kemampuan semua komponen bangsa untuk bersama-sama
melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi
dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sebagai
sumber kekuatan ketahanan bangsa yang akhirnya menjadi landasan dalam
membentuk negara yang kuat. Negara kuat dari aspek keeamanan dapat diartikan

sebagai negara yang memiliki ketahanan bangsa yang tangguh dengan basis
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utamanya dalam wujud semua rakyat bebas penyalahgunaan Narkotika serta memiliki

produktifitas yang tinggi.

1) Visi dan Misi

a) Visi

Menjadikan BNN Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang

profesional, tangguh dan terpercaya dalam pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkorika.

b) Misi

il

1il.

1v.

Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan
Mengoptimalisasi sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan
dan pemberantasan pnyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika

Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional

2) Kedudukan, tugas dan fungsi BNNP

a) Kedudukan

L.

Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP
adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika

Nasional dalam wilayah Provinsi.
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ii. BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Narkotika Nasional.

1ii. BNNP dipimpin oleh Kepala.

Tugas

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang

BNN dalam wilayah Provinsi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, maka BNNP menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam
wilayah Provinsi;

ii. Pelaksanaan  kebijakan teknis di  bidang pencegahan,
pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam
wilayah Provinsi;

iii. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada
BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;

iv. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah

Provinsi;
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v. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah
Provinsi;

vi. Pelayanan administrasi BNNP; dan

vii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

3) Struktur Organisasi
Struktur organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja
badan narkotika nasional provinsi dan badan narkotika nasional
kabupaten/kota adalah sebagai berikut :
a) Kepala
b) Bagian umum
¢) Bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat
d) Bidang rehabilitasi

e) Bidang pemberantasan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang di pimpin oleh
Drs. Mardi Rukmanto, SH dalam struktur organisasi Badan Narkotika
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk tugas memberantas
penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan tugas dari bidang
pemberantasan yang ikut bekerja secara bersama-sama melaksanakan

tugas tersebut.
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Selain Struktur organisasi sebagaimana yang telah disebut dalam

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015, pada

struktur organisasi BNNP terdapat pula kelompok jabatan fungsional yang

terdiri dari penyulun non PNS dan tenaga medis dan rehabilitasi. Terkait

masalah struktur organisasi BNNP SulSel dapat diliat pada bagan dibawah

ini :

Kepala Badan
Drs. Mardi Rukmanto SH

y

Kepala Bagian Umum
Husnaeni Husain, SKM, M.Kes

v

\ 4

v

Kasubbag Perencanaan
Husnaeni Husain, SKM,

M.Kes

Kasubbag Sarana

Prasarana
Dra. Suarni, MM

Kasubbag Administrasi
Basri, S.Pi

v v

v

| Kepala Bidang P2M | Kepala Bagian Rehabilitasi Kepala Bidang Pemberantasan

Jamaluddin, SKM Sudarianto Husain, SKM, M.Kes [ |  Ustim Pangarian, SE, M.Si
N Kasi Pencegahan L, Kasi Pasca Rehabilitasi Kasi Intelijen

Ishak Iskandar,SKM, M.Kes Rudiastono, SKM > Ronald Thomas, SE
Kasi Pemberdayaan Kasi Penguat'ar'l Lt?rnbaga Kasi Penyidikan
k —> Rehabilitasi > Ahmad Budianto, SH
> masyarakat Bambang Wahyudin, SH, ’
Anas Kaharuddin, S.Sos
M.Kes ]
Kasi Pengawasan Tahanan
\ 4 > Barang Bukti

Kelompok Jabatan Fungsional

Drs. Hariawan Nurdin
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4) Tugas Pokok

a) Kepala BNNP memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan
wewenang BNN dalam wilayah Provinsi; dan

1. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama
P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen
masyarakat dalam wilayah Provinsi.

b) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN,
evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana
BNNP.

¢) Bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis PAGN di bidang pencegahan dan
pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

d) Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis
P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

e) Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
teknis P4AGN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

b. Kepolisian Sektor (POLSEK) Kecamatan Rappocini Kota Makassar
Kepolisian sebagai suatu alat Negara yang diberikan amanah oleh Negara
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, untuk mengatur dan menindak lanjuti suatu
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permasalahan yang terjadi didalam Negara, terkhusus kepada tindak pidana kejahatan

(kriminal) yang marak terjadi di Negara serta dilingkungan masyarakat pada

khususnya.

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam

daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Polsek menyelenggarakan fungsi:

a)

b)

Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan
dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan
instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta
pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi
pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini
(early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka
pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,
serta pelayanan SKCK

Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan

instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan
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d)

g)

h)

)
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ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan
markas

Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas
guna mewujudkan Kamseltibcarlantas

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya
serta penyuluhan hukum pada masyarakat;

Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya
kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri
Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan

Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan

Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan

dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Struktur Organisasi

a)
b)
©)
d)
e)
f)

Kepala polsek

Wakil kepala polsek

Unit provos

Seksi umum

Sentra pelayanan kepolisian terpadu

Unit intelkam
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g) Unit reskrim

h) Unit binmas

1) Unit sabhara

7)  Unit lantas

3) Tugas Pokok

a) Kapolsek merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan

b)

bertanggungjawab kepada Kapolres.Kapolsek bertugas:

1.

1l.

memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan
satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana
kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan
markas

memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait

dengan pelaksanaan tugasnya.

Wakapolsek merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kapolsek. Wakapolsek bertugas:

1.

1l.

1il.

Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan
mengawasi, mengatur,mengendalikan, dan  mengkoordinir
pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek

Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal
Kapolsek berhalangan

Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal

pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.
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Unit Provos merupakan unsur pengawas yang berada di bawah
Kapolsek. Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin,
pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka
penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan
pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan
personel Polri.

Unit Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.

SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara
terpaduterhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan
dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Dalam
melaksanakan tugasnya.

Unit Intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di
bawah Kapolsek. Unitintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi
intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan
keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection)
dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan
terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta

pelayanan perizinan.
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g) Unit Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di
bawah Kapolsek. Unitreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.

h) Unit Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di
bawah Kapolsek. Unitbinmas bertugas melaksanakan pembinaan
masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban
masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat.

i) Unit Sabharabertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan
kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP,
penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan
markas.

j) Unit Lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di
bawah Kapolsek. Unitlantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang
lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di
bidang lalu lintas.

Adapun laporan kasus penyalahgunaan narkoba sejak 2 tahun terakhir

di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagai berikut :
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Tabel 3.
Laporan Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Bulan
. . . Jumlah
No | Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agu | Sept | Okt | Nop | Des
/s L|s|L|s|L(sy|s|L|s|L|ysyL|S|L|{S|L|{S|L|S|L|S|L|S
1 12016 {24923 (4[4/8[0(2][1[4(0|0]1|0|3|1|2]2] |4|0]1]26]32
2 (2017 |{O0]O{O(O|1]O|1]O|1]|1|3]|]0(1 242|021 |1|1]2]1]0]|14]|10
3 12018 (2(1|1}1(0]|0|1|1|1{0]|0]O 513

Sumber : Satuan Reskrim Polsek Rappocini Kota Makassar

Adapun angka kriminalitas kasus penyalahgunaan narkoba yang
terjadi bersifat fluktuatif karenadari tahun ketahun naik turun, hal itu
disebabkan karena adanya perkembangan ekonomi dan juga sistem sosial
yang sangat krisis menimbulkan kecemasan dan stres. Menurut Baum (kholik,
2014) stres adalah pengalaman emosi negatif yang diiringi dengan perubahan
fisiologis, biokimia dan behavioral yang dirancang untuk mereduksi atau
menyesuaikan diri terhadap stressor dengan cara memanipulasi situasi,
mengubah stressor atau dengan mengakomodasi efeknya. Fakta bahwa stres
bergantung pada orangnya menunjukkan adanya proses psikologis, yaitu
kejadian yang menekan akan menimbulkaan stres jika dianggap sebagai
kejadian yang menimbulkan stres, bukan sebagai yang lainnya. Menurut
Lazarus & Folkman(kholik, 2014) Dengan timbulnya stres, seseorang
biasanya berusaha untuk mengatasinya atau berusaha melakukan mekanisme

koping. Salah satu mekanisme koping yang mungkin digunakan adalah
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penghindaran  yaitu  seseorang menghindari atau = meminimalkan
signifikansinya atau melupakan stresor melalui penyalahgunaan narkoba.

B. Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Sektor (Polsek)
dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini
Kota Makassar

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa
hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain
dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak
mencampuri urusan instansi masing-masing.Khusus untuk kerjasama dengan BNNP
dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional Pasal 2 ayat 1 menyebutkan tugas BNN berkoordinasi dengan Kepala
Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 pasal 2
menyebutkan bahwa kerja sama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupunn
pembinaan.kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga
non pemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi non

pemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri,
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yang dibuat secara tertulis dalam bentuk-bentuk tertentu serta menimbulkan hak dan
kewajiban.

Kerjasama antara BNN dan kepolisian dalam Pemberantasan narkoba bahwa
berkoordinasi saling melaraskan dengan kasus yang ditangani berdasarkan tugas
masing-masing.

1. Tanggungjawab
Tanggungjawab merupakan suatu kewajibanmenyelesaikan
pekerjaansecara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki, dengan
pemberian tanggungjawab sehingga tercipta kerja sama yang baik antar
instansi, seperti halnya pada pihak kepolisian sektor Rappocini dengan BNN
dalam Pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini. Seperti yang
dijelaskan kepada aparat penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi

Sulawesi Selatan, dalam wawancaranya sebagai berikut :

(13

adapun tanggungjawab kami selaku Penyidik BNN dalam
Pemberantasan narkoba itu melakukan penyidikan dan penyelidikan
terkait dengan penyalahunaan narkotika dan mengenai sosialisasi atau
penyuluhan itu dibawah tanggungjawab yang namanya P2M
(Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang tiap hari
menyuarakan, menginfokan dan membentuk komunitas bagaimana
mencegah penyalahgunaan narkotika. Mengenai penindakan hukum
kita selalu bersinergi dengan penyidik Polri dan saling
menginformasikan apapun terkait kasus narkotika tapi masing-masing
mempunyai tanggungjawab yang tidak dapat di intervensi namun tetap
saling mengordinasi informasi yang diterima”. (wawancara AB 10
Agustus 2018)

Senada dengan penjelasanoleh aparat kepolisian yang bertugas di

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :
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“ kalau untuk tanggungjawab BNN itu sesuai dengan visi misi BNNP
yaitu mencegah dan menanggulangi narkotika dengan kerjasamanya
BNN merekrut aparat penyidik polri untuk melakukan penyidikan dan
pencegahan dengan saling memberikan informasi juga jika ada
ditemukan pengguna maka sudah tugas BNN untuk melakukan
rehabilitasi sedangkan tugas polri di BNN yaitu melaksanakan
penyidikan serta melakukan tindakan assesmen. Untuk sosialisasi dan
penyuluhan hampir dilakukan setiap hari oleh pihak P2M terhadap
masyarakat”.(wawancara HD 10 Agustus 2018)

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh Aparat Kepolisian
Polsek Kecamatan Rappocini mengatakan bahwa :

“tanggungjawab-nya polsek mengenai penyalahgunaan narkoba itu
banyak seperti melakukan penindakan, pembinaan penyalahgunaan
namun dominan diberikan kebinmas ditiap kelurahan karna
bersentuhan langsung kepada masyarakat untuk memberikan
penyuluhan penyalahgunaan narkoba karna diketahui pelaku
penyalahgunaan narkoba tidak memandang usia dan jenis kelamin.
Sosialisasi ada yang dilakukan Door to Door secara langsung ke
masyarakat, dalam sisi penegakan hukum kami memberikan hukuman
pidana dan dilakukan rehabilitasi namun rehabilitasi dilakukan bukan
dari pithak kami namun dari pihak BNN, jadi jika ada ditemukan
pelaku penyalahgunaan kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak
BNN kemudian nanti pihak BNN yang melalukam assesmen dan
setelah dilakukan asesmen baru diketahui apa akan di rehabilitasi atau
tidak. Kalau ada pelaku yang sudah bebas kemudian melakukan
penyalahgunaan narkoba lagi maka pelaku akan di sidak kembali ke
polsek.” (wawancara [U 13 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sesuai
dengan UU Narkotika (Narkoba) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang
mengatur berbagai penyalahgunaan Narkoba sehingga dalam hal ini pihak
BNN bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam penaggulangan
penyalahgunaan Narkoba namun tetap memiliki tanggungjawab masing-

masing yang harus dilaksanakan. BNN dan pihak Kepolisian memiliki



61

tanggungjawab yang berbeda meskipun mejalin kerjasama dalam
Pemberantasan Narkoba. Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan
penyelidikan dan penyidikan kasus serta bertugas melakukan asesmen
terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, sementara tugas dari BNN dalam
hal ini Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) melakukan
sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak menyalahgunakan narkoba serta
melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang
dikoordinasi oleh Bidang Rehabilitasi.Sampai sejauh ini pertanggungjawaban

atas kerjasama BNN dan Kepolisian berdasarkan hasil observasi cukup baik.

Matriks Tanggungjawab BNN dan Kepolisian dalam Pemberantasan narkoba

No.

Instansi Bentuk Tanggungjawab

1

BNN e melakukan pencegahandengan membangun kemampuan
dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi
pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba, dengan cara :

- Melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba

- Penyampaian melalui media tentang bahaya narkoba

- Memberikan pendidikan untuk mengetahui narkoba
dan bahayanya

- Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah

- Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas
pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali
menyalahgunakan narkoba

e Melakukan Pemberantasan dengan mengungkapkan dan
menindak sindikat kejahatan narkoba dengan cara
menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan
penyalahgunaan narkoba.

e Melakukan Rehabilitasi guna memulihkan pecandu
narkoba dari ketergantungan atau kecanduan narkoba
agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif.

Kepolisian |e melakukan penyidikan, penyelidikan dan penangkapan
merupakan kewenangan khususuntuk mengusut tuntas
kasus penyalahgunaan narkoba, dengan cara melakukan
penyidikan dan penyelidikan guna mendapatkan barang
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bukti barulah kemudian dilakukan penangkapan oleh
aparat kepolisian.

e melakukan penyuluhan bagi masyarakat dalam hal ini
kepolisian lebih mengutakan masyarakat kalangan remaja
untuk  diberikan  penyuluhan, seperti melakukan
penyuluhan di sekolah bagaimana mengantisipasi atau
mencegah  penyalahgunaan  narkoba dan  juga
menjelaskan dengan tegas untuk tidak menyalahgunaan
narkoba.

e melakukan penanganan hukum bagi pelakuuntuk
memberikan efek jera bagi yang melanggar aturan untuk
tidak menggunakan narkoba kembali, melakukan
penanganan hukum juga meupakan kewenangan khusus
bagi aparat kepolisian untuk menindaki langsung
konsekuensi yang akan diberikan pada pelaku
penyalahgunaan narkoba, apa akan dilakukan rehabilitasi
atau tidak yang jika dilakukan rehabilitasi kemudian
diserahkan kepada pihak BNN.

Berdasarkan dari matriks diatas dapat dilihat bahwa tanggungjawab
antara BNN dan Kepolisian telah memiliki wewenang masing-masing dan
saling terkait satu sama lain yang dimana jika kepolisian yang melakukan
penyidikan dan penyelidikan maka BNN yang memeliki kewenangan penting
untuk melakukan rehabilitasi, begitupun dalam melakukan sosialisasi dan
peyuluhan yang dilakukan bersama-sama namun memiliki target yang sedikit
berbeda yang dimana aparat Kepolisian lebih mengkhususkan penyuluhan
kepada masyarakat kalangan remaja.

Berikut hasil wawancara oleh masyarakat Kecamatan Rappocini Kota
Makassar dalam wawancara sebagai berikut :

“kalau yang saya lihat tanggungjawab antara BNN dan Polsek

rappocini itu sudah baik, karena seperti apa yang kita lihat selama ini
kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun itu sudah menurun
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karena adanya kerjasama yang terjalin dengan baik dan seringnya juga

ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BNN mengenai

penyalahgunaan narkoba”. (wawancara AG 01 September 2018)

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh masyarakat lain di
Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam wawancara sebagai berikut :

“Hasil kerja kepolisian sudah tanggap dan cepat tapi kasus narkoba

yang seperti ini tidak bisa langsung ditangani semua oleh kepolisian

maupun BNN”. (wawancara IR 01 September 2018)

Senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu warga lainnya di
wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam wawancara sebagai
berikut :

“menurut saya, pihak kepolisian agak lambat menangani kasus-kasus

seperti ini, kadang kepolisian melaksanakan penyidikan setelah

pengguna sudah merajalela”. (wawancara CW 01 September 2018)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat
menilai kinerja dalam pertanggungjawaban kepolisian masih perlu
ditingkatkan agar penyalahgunaan narkoba terminimalisir. Tanggungjawab
sangat dibutuhkan dalam kerjasama antara BNN dan Kepolisian dalam

Pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota makassar, agar apa

yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu
pihak kepada pihak lain. Komunikasi dilakukan agar terjalin kerjasama antara
BNN dan Kepolisian dalam Pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini

Kota Masyarakat. Untuk mengetahui komunikasi yang digunakan dalam
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kerjasama tersebut, berikut wawancara yang dilakukan kepada aparat penyidik
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dalam wawancaranya
sebagai berikut :

“ komunikasi yang dilakukan komunikasi dua arah, yaitu secara
langsung maupun tidak langsung, tidak ada kendala terkait hal
komunikasi antara BNNP Sulsel dan Polri, tidak ada terjadi
perseteruan dan perebut karena yang sudah ditangani BNN tidak
mungkin ditangani oleh polri begitupun sebaliknya namun kami tetap
memiliki wewenang yang sama dalam menindaki penyalahgunaan
narkotika hanya dalam pekerjaan saling menginformasikan antara
penyidik polri dan penyidik BNN.” (wawancara AB 10 Agustus 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh aparat kepolisian yang
bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai
berikut :

“komunikasi yang dilakukan itu kadang langsung dan kadang juga
tidak langsung namun karena sudah punya tugas dan tanggungjawab
wewenang masing-masing jadi jika pihak polri yang pertama
menemukan kasus penyalahgunaan narkoba maka pihak BNN tidak
akan ikut campur tangan hanya mengumpulkan data-datanya saja.”
(wawancara HD 10 Agustus 2018)

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh Aparat Kepolisian
Polsek Kecamatan Rappocini mengatakan bahwa :

“komunikasinya secara langsung dan tidak langsung sudah baik dan
transparan juga artinya sudah bagus komunikasi kami dan dari pihak
BNN juga welcome dan kami juga transparan dalam menangani kasus,
tidak ada tumpang tindih antara polsek dan BNN dalam menangani
penyalahgunaan narkoba terkhusus di kecamatan Rappocini.”
(wawancara [U 13 Agustus 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa

komunikasi yang telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung
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bagi pihak BNN dan Kepolisian sudah baik dan dalam melakukan komunikasi
antara satu sama lain dalam pembagian tugasnya dinilai sudah tidak ada
kendala lagi karena sudah memiliki tugas dan wewenang masing-masing.

Berikut wawancara dari masyarakat Kecamatan Rappocini Kota
Makassar dalam wawancara sebagai berikut :

“kalau saya rasa komunikasi yang dilakukan oleh BNN dan pihak

polsek rappocini itu sudah bagus sekali karena sering kami lihat berita-

berita di Televisi kalau mereka saling melakukan koordinasi dalam

penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba”. (wawancara AG 01

September 2018)

Adapun penjelasan yang diberikan juga oleh masyarakat sekitar
wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar mengatakan bahwa :

“kalau kita bicara komunikasi antara BNN dan pihak polsek rappocini

dalam hal kasus narkoba sudah bisa kita nilai sudah bagus karena saya

juga sering melihat penyuluhan-penyuluhan anti narkoba”.

(wawancara IR 01 Seotember 2018)

Sama halnya dengan wawancara yang diberikan oleh salah satu
masyarakat Kecamatan Rappocini lainnya yang mengatakan bahwa :

“kalau dari yang saya lihat itu komunikasinya sudah bagus karena

setahu saya juga kalau kepolisian itu ada yang bekerja dibawah

naungan BNN jadi dari situ bisa kita lihat kalau komunikasi mereka

sudah bagus”. (wawancara CW 01 September 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa
komunikasi sangat diperlukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba
di kecamatan Rappocini karena tanpa adanya komunikasi yang jelas antara

Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian tidak akan tercapai hasil yang

maksimal dalam menanggulangi narkoba dimasyarakat.
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3. Kontribusi
Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu
menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau
lembaga baik dalam bentuk kontribusi langsung berupa tenaga maupun
kontribusi tidak langsung berupa pemikiran atau sarana dan prasarana. Dalam
penanganan penyalahgunaan narkoba diperlukan kontribusi dari masing-
masing pihak yang terlibat dapat menuju tujuan sama dalam kerjasamanya,
kontribusi yang dibutuhkan dari terjalinnya kerjasama BNN dan Kepolisian
yang dapat berupa tenaga maupun pemikiran . berikut wawancara yang
dilakukan kepada aparat penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan, dalam wawancaranya sebagai berikut :
“kalau kontribusi dalam bentuk tenaga, iya karna kan kita kerjasama
melaksanakan pelaksanaan tugas tentu membutuhkan tenaga,
pemikiran namun dalam kontribusi berapa materi mungkin tidak ada
karena kita sudah punya anggaran tersendiri. Jika untuk kontribusi
tugas lainnya kami melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan
narkotika, memutus jaringan internasional dan peredaran narkotika
dan memberdayakan masyarakat terhadap kepedulian penyalahgunaan
narkotika. Kalau dari kontribusi masyarakat itu sebagai bagian
daripada informasi kemudian kepudilian masyarkat cukup tinggi
deperti contohnya kalau melihat anaknya yang tiap hari hanya tidur
saja kerjanya tidak mau keluar kamar jadi orangtua nya berinisiatif
untuk memeriksakan anaknya ke BNN. Kepedulian terhadap
keluarganya dengan suka rela membawanya ke BNN untuk melakukan
pemeriksaan.” (wawancara AB 10 Agustus 2018)
Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh aparat kepolisian yang

bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai

berikut :



67

(13

untuk masalah kontibusi tenaga, pemikiran dan sarana prasarana
kami selalu berupanya bagaimana kami menjalankan tugas kami
dengan baik seperti melakukan pencegahan dengan melakukan
penyuluhan, melakukan pemberdayaan dengan mengikut sertakan
masyarakat dan melakukan pemberantasan narkotika. Kontribusi dari
masyarakat juga sangat membantu sekali apalagi dari pemberian
informasi karna memang kebanyakan informasi kami peroleh dari
masyarakat.” (wawancara HD 10 Agustus 2018)

Begitu pula yang diungkapkan oleh salah satu staf Badan Narkotika
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa :

“kalau kontribusi tenaga dan pemikiran kayaknya lebih banyak ke
tenaga karna kami juga sebagai bagian penyidik BNN lebih kepada
penindakan penanganan penyidikan dan penyelidikan kasus
dilapangan juga tetap melakukan kerjasama dengan polri. Kalau dilihat
dari kontibusinya masyarakat itu mereka memberikan informasi tapi
tidak semua informasi yang diberikan benar, kadang ada masyarakat
yang memberikan informasi yang benar tapi kadang ada juga yang
bohongan atau jebakan.” (wawancara AA 10 Agustus 2018)

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh Aparat Kepolisian
Polsek Kecamatan Rappocini mengatakan bahwa :

“untuk masalah kontribusi pemikiran, tenaga, dan sarana prasarana
khususnya di polsek Rappocini dan instansi terkait itu selalu berupaya
bagaimana cara untuk mengurangi kasus-kasus khususnya pada
penyalahgunaan narkoba, karena kita dalam hal ini kepolisian sudah
berkoordinasi dengan binmas tiap kelurahan agar selalu membangun
hubungan dengan masyarkat untuk mendapatkan informasi kemudian
polres melakukan tindakan penyelidikan dan penangkapan. Kalau
dengan kontribusi masyarakat itu memang sebagian besar informasi
diberikan oleh mereka jika ditemukan penyalahgunaan narkoba,
sebagian besar penangkapan narkoba itu dari informasi yang diberikan
oleh masyarakat kepada kami pihak kepolisian bahwa disalah satu
tempat misalnya terjadi penyalahgunaan narkoba karena jika semua
dari pihak kepolisian pasti tidak bisa atau terbatas dalam informasi.”
(wawancara [U 13 Agustus 2018)
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Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Badan
Narkotika Nasional dan Polsek telah bekerjasama dalam hal kontirbusi juga
sudah memiliki target dalam memberikan kontribusi tenaga maupun
pemikiran. Seperti halnya BNN yang nelakukan penyuluhan tentang
bahayanya dan juga dampak dari menyalahgunakan narkoba, sedangkan untuk
Kepolisian yang dimana memiliki dalam hal penyidikan lapangan juga
melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai konsekuensi yang harus
diterima jika menyalahgunakan narkoba baik untuk diri sendiri maupun orang
terdekat.Bersama dengan informasi dari masyarakat untuk menanggulangi
penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Berikut wawancara dari masyarakat Kecamatan Rappocini dalam
wawancara sebagai berikut :

“kalau kita lihat kontribusi yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian

itu sangat membantu masyarakat untuk terhindar dari bahayanya

menggunakan narkoba, salah satunya itu sering adanya sosialisasi atau

penyuluhan anti narkoba di sekolah-sekolah”.(wawancara AG 01

September 2018)

Begitu pula yang diungkapkan masyarakat sekitaran wilayah
kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut :

“kalau yang kita masyarakat tau kontribusi BNN itu menangani pelaku

pengguna narkoba untuk di rehabilitiasi, sedangkan kontribusi dari

kepolisian itu dalam hal penyidikan kasus dan penangkapan pelaku
penyalahgunaan narkoba jadi kalau menurut saya itu kontribusi BNN

dan kepolisian sudah bagus untuk memberantas narkoba”.(wawancara
IR 01 September 2018)
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Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan pada salah satu
masyarakat kecamatan Rappocini lainnya mengatakan bahwa :

“kalau bicara kontribusi BNN dan Kepolisian sudah sangat jelas kalau

kontribusi tenaga dan pikirannya sudah bagus terutama dalam hal

penangkapan pelaku dan rehabilitasinya”.(wawancara CW 01

September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa
menurut masyarakat peran dari kontribusi BNN dan Kepolisian sudah bagus
termasuk dalam hal penyuluhan dan sosialisasi terutama bagi masyarakat yang
masih dibawah umur, tanpa adanya kontribusi yang dilakukan oleh BNN dan
Kepolisian maka pelaku penyalahgunaan narkoba akan semakin banyak di

Kecamatan Rappocini, sehingga dapat tercapai tujuan bersama.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam
Pemberantasan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar
1. Faktor Pendukung

a. Informasi

Informasi adalah kumpulan hasil pengelolaan data yang telah diolah
untuk memberikan pengetahuan atau keterangan, yang berarti bahwa tidak
semua data yang diterima merupakan informasi yang memiliki manfaat untuk
digunakan. Berfungsinya sebuah badan pemerintahan sebagai lembaga yang
melaksanakan kehendak dan pengayom masyarakat yang dilakukan guna
terlaksananya kerjasama Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian dalam
pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar adalah saling

memberikan informasi antara BNN dengan kepolisian. Pentingnya informasi
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dalam penanggulangan penyalahgunaan narkobauntuk mengetahui keberadaan
suatu  tempat yang diduga keberadaan pelaku penyalahgunaan
narkobasehingga dapat segera dilakukan penyidikan dan penyelidikan.
Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian
Penyidik BNNP Sulawesi Selatan yang mengungkapkan bahwa:
“bentuk informasi yang kami lakukan selama ini, BNN dan Kepolisian
selama ini sudah baik karena kami selaku badan ditunjuk langsung
menangani permasalahan narkoba membangun kerjasama melalui
informasi dan membentuk koordinasi yang baik dan juga melakukan
kegiatan bersama dengan pihak kepolisian dalam bentuk kerjasama
dalam menanggulangi narkoba”.(wawancara AB 10 Agustus 2018)
Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa informasi
merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat komplek dalam
peningkatan kerjasama.
Begitupula yang di jelaskan oleh aparat Penyidik Kepolisian Sektor
Rappocini Kota Makassar sebagai berikut :
“kami selalu mengusahakan memberi informasi agar membangun
koordinasi dan kerjasama yang dibutuhkan melalui dari respon pihak
BNN hingga dukungan informasi dari masyarakat untuk menjadikan
pemerintahan yang baik”.(wawancara IU 13 Agustus 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa
adanya saling memberi informasi dan kerjasama antara BNN dan Kepolisian

dalam pemberantasan narkoba Di Kecamtan Rappocini Kota Makassar.

b. Komitmen

Komitmen adalam bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat

seseorang kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Dalam hal ini
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komitmen merupakan salah satu faktor peningkatan kerjasama BNN dan
Kepolisian dalam pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota
Makassar. Komitmen lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi
sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya
yang tinggi bagi kepentingan umum demi mencapai tujuan. Jadi komitmen
mencakup unsur loyalitas terhadap dalam pencapaian suatu hal yang lebih dari
sekedar kesetiaan yang fasih melainkan menyiratkan hubungan sesama
organisasi secara aktif.

Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian
penyidik BNNP Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

“kami selalu berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan dengan

aparat kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba,

karena kami dari pihak BNN selalu berkomitmen untuk kasus narkoba

dalam melakukan rehabilitasi baik yang diserahkan oleh aparat

kepolisian maupun yang datang secara sukarela untuk diberikan

pembinaan agar tidak melakukan hal yang sama ketika sudah terbebas

dari kasus yang dijalani”.(wawancara AB 10 Agustus 2018)

Juga dijelaskan oleh aparat Penyidik Kepolisian Sektor Rappocini
sebagai berikut :

“kalau kami dari aparat kepolisian selalu berkomitmen untuk selalu

menjaga  hubungan dengan BNN untuk  menanggulangi

penyalahgunaan narkoba khususnya di kecamatan

Rappocini”.(wawancara [U 13 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

komitmen yang telah dipegang teguh oleh pihak BNN dan Aparat Kepolisian

dalam pemberantasan narkoba sudah sangatlah baik karena kedua belah pihak
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telah saling memiliki rasa kepercayaan satu sama lain dalam menjaga
hubungan kerjasama yang yelah dibangunagar penanganan penyalahgunaan
narkoba dapat berjalan dengan

2. Faktor Penghambat
Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting
bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, perusahaan ataupun
institusi. Selain itu, sumber daya manusia juga merupakang faktor yang
mempengaruhi perkembangan seuatu organisasi. Sumber daya manusia
merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan sumber daya yang
lain seperti modal, teknologi, karena manusia sendiri yang mengendalikan
faktor yang lainnya. Dalam pemberantasan narkoba, keterbatasan jumlah
aparat menjadi faktor penghambat dalam melakukan kerjasama dan
pengendalian yang dilakukan BNN dan kepolisian, pada saat melakukan
kerjasama tidak lagi melihat kompetensi yang dimiliki pada instansi terkait,
sehingga kerjasama yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang maksimal.

Seperti hasil wawancara dengan pihak Penyidik BNNP Sulawesi
Selatan yang mengatakan sebagai berikut :

“faktor kendala dalam melakukan pemberantasan narkoba, yaitu

kurangnya personil dalam penanggulangan narkoba. jika kurangnya

personil maka apa yang direncanakan sebelumnya tidak akan berjalan

sesuai apa yang diharapkan”.(wawancara AB 10 Agustus 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh aparat Penyidik

Kepolisian Sektor Rappocini, sebagai berikut :
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“untuk faktor penghambat selama ini yang dirasakan untuk pihak

kepolisian sektor Rappocini yaitu kurangnya personil dalam

penanggulangan narkoba. karena rasio perbandingan 1 orang personil

kepolisian harus menangani sebanyal kurang lebih 1000 masyarakat”.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa smber daya manusia adalah
faktor penghambat yang sangat menunjang dalam pemberantasan narkoba di
Kecamatan Rappocini. Dimana BNN dan Kepolisian sebagai stockholder
yang melakukan kerjasama dalam pemberantasan narkoba di Kecamatan
Rappocini Kota Makassar. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa sumber
daya aparatur dalam pemberantasan narkoba sangat berpengaruh dalam
menanggulangi narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Berikut tabel situasi sumber daya manusia BNNP Sulsel, yaitu sebagai

berikut :

Tabel 4 :
Data Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No Kelas Jabatan Kebutuhan Terisi Kurang
1 15 1 1 0
2 11 4 3 1
3 9 11 9 2
4 8 4 3 1
5 7 17 15 2
6 6 26 22 4
Jumlah 63 53 10

Sumber : Subag Administrasi
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Data Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018

Status Kepegawaian
No- | Jenis Kelamin |, | i | NI | PNS PEMPROV | PNs BNN | 2Umiah
1 Laki-Laki 8 - 6 15 28
2 Perempuan 3 - 6 15 25
Jumlah 11 - 12 30 53

Sumber : Subag Administrasi

Tabel 6 :

Data Sumber Daya Manusia Badan Nartika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2018

No Jenis Tingkat Pendidikan Tumlah
"|  Kelamin S3 | S2 |S.I/D.IV | D.II | SMA | SMP | SD
1 laki-Laki - 6 18 1 4 - - 28
2 Perempuan - 9 13 1 1 - - 25
Jumlah - 15 31 2 5 - - 53

Sumber : Subag Administrasi

Dari data diatas dapat dilihat keseluruhan jumlah sumber daya

manusia BNN dari kualitas dan kuantitasnya yang terisi dengan jumlah yang

dibutuhkan dalam melakukan pemberantasan narkoba. jika dilihat saja jumlah

seharusnya sumber daya yang dibutuhkan sekitar 63 orang, sedangkan jumlah

sumber daya manusia yang ada hanya 53 orang saja.Kurangnya jumlah

sumber daya manusia yang dibutuhkan dari kapasitas yang dibutuhkan

menjadikan sumber daya manusia BNN dalam penanganan pemberantasan

narkoba menjadi terhambat.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait Kerjasama

BNN dan Kepolisian dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan

Rappocini Kota Makassar maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Tanggungjawab, BNN dan Kepolisian dalam pemberantasan narkoba di
Kecamatan Rappocini dapat dikatakan bahwa sudah melakukan kewajibannya
sebagai aparat yang bertanggungjawab dalam pemberantasan narkoba seperti
untuk pihak BNN melakukan pencegahan, penyuluhan dan rehabilitasi.
Sedangkan aparat Kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan,
penangkapan, penyuluhan dan penindakan hukum.

Komunikasi, bagi pihak BNN dan Kepolisian dalam melakukan komunikasi
antara satu sama lain dalam pembagian tugasnya dinilai sudah tidak ada
kendala lagi karena sudah memiliki tugas dan wewenang masing-masing,
kemudian dalam melakukan komunikasi langsung dan tidak langsung sudah
sangat baik tanpa adanya kesalahpahaman dari kedua belah pihak.

Kontribusi, BNN dan Kepolisian sudah memiliki target dalam memberikan
kontribusi tenaga maupun pemikiran. Seperti halnya BNN yang nelakukan
penyuluhan tentang bahayanya dan juga dampak dari menyalahgunakan

narkoba, sedangkan untuk Kepolisian yang dimana memiliki dalam hal

75
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penyidikan lapangan juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai
konsekuensi yang harus diterima jika menyalahgunakan narkoba baik untuk
diri sendiri maupun orang terdekat.

Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
kerjasama BNN dan Kepolisian sektor Rappocini, antara lain faktor
pendukung adanya informasi dan komitmen yang bagus sedangkan faktor
penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusianya yang tidak lain dari

masing-masing pihak.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Disarankan adanya peningkatan kerjasama antara BNN dan Kepolisian, hal ini
bertujuan agar kerjasama yang terjalin bisa lebih efektif untuk mengurangi
tingkat kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi.

Dibutuhkan pula peningkatan jumlah SDM agar penanganan penyalahgunaan
narkoba dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan dikarenakan
kekurangan penanganan dalam sumber daya manusia dan juga kerjasama
antara BNN dan Kepolisian khususnya kepada masyarakat agar lebih
memperhatikan keluarga, lingkungan pergaulan, tingkah laku dan pendidikan
serta menanamkan nilai-nilai agama agar tidak terjerumus pada kasus

penyalahgunaan narkoba.
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